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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

a. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan 

bahwa adanya bencana Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang 

menggenangi beberapa wilayah di 3 Kecamatan yakni Tanggulangin, 

Jabon dan Porong telah berdampak kepada pelayanan kepada Masyarakat 

yang terganggu selama beberapa tahun silam. Adanya proses 

penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara Top-Down menyebabkan adanya 

penggabungan dan penghapusan kode wilayah pada wilayah terdampak 

diantaranya yakni 5 (lima) Kelurahan (Mindi, Porong, Siring, Jatirejo, dan 

Gedang) digabungkan menjadi 2 (dua) Kelurahan (Porong dan Gedang) 

dan 8 (delapan) Desa (Renokenongo, Glagaharum, Besuki, Dukuhsari, 

Pejarakan, Kedungcangkring, Kedungbendo dan Ketapang) digabungkan 

menjadi 4 (empat) Desa (Glagaharum, Dukuhsari, Kedungcangkring dan 

Ketapang). Proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur 

Lapindo di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dengan tujuan 

untuk terselenggaranya Pemerintahan yang efektif dan efisien pada 

Desa/Kelurahan hasil penggabungan. Penulis melakukan analisis terhadap 

implementasi proses penggabunagn Desa/Kelurahan terdampak Lumpur 

Lapindo di Kabupaten Sidoarjo menggunakan model kesesuaian 

implementasi program yang dikemukakan oleh David C Korten (1988:11) 

sebagai berikut: 
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Bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat 

kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu : 

1. Program 

Kesesuaiaan antara program dengan pemanfaat dimana 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis terdapat kesesuaian progam dengan pemanfaat, program yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi 

proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur 

diantaranya  

I. Verifikasi Batas Wilayah 

Dari observasi dan wawancara penulis bahwa Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fasilitasi terhadap wilayah 

terdampak lumpur sidoarjo melalui verifikasi batas 

Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur dengan hasil 

6 (enam) Peta Batas wilayah Desa dan Kelurahan Induk setelah 

digabungkan dengan Desa dan Kelurahan terdampak yang telah 

terverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial sebagai berikut : 

1) Peta Batas Wilayah Kelurahan Porong; 

2) Peta Batas Wilayah Kelurahan Gedang; 

3) Peta Batas Wilayah Desa Glagaharum; 

4) Peta Batas Wilayah Desa Dukuhsari; 

5) Peta Batas Wilayah Desa Kedungcangkring; dan 

6) Peta Batas Wilayah Desa Ketapang. 

II. Sosialisasi Penataan Wilayah 

Adanya sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk penataan 

Desa/Kelurahan yang digabungkan dengan Desa/Kelurahan 

induk. Output atau hasil setelah adanya kegiatan sosialisasi 
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penataan wilayah yaitu adanya kesepakatan antara 

Desa/Kelurahan terdampak dengan Desa/Kelurahan Induk yang 

dibuktikan dengan adanya Peraturan Desa dan Kelurahan induk 

sebagai berikut : 

1) Peraturan Lurah Porong Nomor 188/01/438.18.1/2023 

tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Ketua 

RT.07 Rukun Warga (RW) 01 di Lingkungan Mindi 

Kelurahan Porong Kecamatan Porong; 

2) Peratura. Desa Glagaharum Nomor 03 Tahun 2023 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 

Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong 

Kabupaten Sidoarjo; 

3) Peraturan Kepala Desa Dukuhsari Nomor 02 Tahun 2023 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo; 

4) Peraturan Desa Kedungcangkring Nomor 02 Tahun 2023 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten 

Sidoarjo. 

5) Peraturan Desa Ketapang Nomor 01 Tahun 2023 tentang 

truktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kebupaten Sidoarjo. 

III. Inventarisasi Aset 

Hasil dari inventarisasi aset Desa/Kelurahan ini yakni adanya 

pengumpulan seluruh inventarisasi aset yang dimiliki oleh 

masing-masing Desa/Kelurahan terdampak berupa Daftar Fisik, 

Kartu Inventaris Barang, Peta Lokasi Aset, Foto Aset, 
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Dokumen pendukung lainnya, dimana Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo telah mengumpulkan seluruh keperluan terkait 

inventarisasi asset dari masing-masing Desa dan Kelurahan 

terdampak sejumlah 4 Desa dan 3 Kelurahan untuk dilaporkan 

kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Administrasi 

Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna 

proses ganti rugi terhadap aset Desa/Kelurahan pada wilayah 

terdampak lumpur. 

IV. Penataan Dokumen Kependudukan 

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan proses 

penataan adminstrasi kependudukan bagi penduduk 

Desa/Kelurahan yang digabungkan yakni penduduk pada 

wilayah terdampak lumpur dapat bergabung ke Desa Induk atau 

menetap dengan merubah elemen data, selain itu penduduk 

wilayah terdampak juga dapat memilih untuk melakukan 

pindah data kependudukan secara keseluruhan. Adanya 

perubahan elemen data kependudukan ini bersifat tidak 

memaksa masyarakat, dikarenakan masyarakat berhak untuk 

memilih status kependudukan mereka. Hasil program penataan 

dokumen kependudukan pada wilayah terdampak sebagai 

berikut : 

1) Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong sejumlah 2.592 

penduduk melakukan perubahan dokumen 

kependudukan ke Kelurahan Porong; 

2) Kelurahan Siring, Kecamatan Porong sejumlah 591 

penduduk melakukan perubahan dokumen 

kependudukan ke Kelurahan Gedang; 
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3) Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong sejumlah 819 

penduduk melakukan perubahan dokumen 

kependudukan ke Kelurahan Gedang; 

4) Desa Renokenongo, Kecamatan Porong sejumlah 

1.056 penduduk melakukan perubahan dokumen 

kependudukan  ke Desa Glagaharum; 

5) Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon sejumlah 764 

penduduk melakukan perubahan dokumen 

kependudukan ke Desa Kedungcangkring; 

6) Desa Besuki, Kecamatan Jabon sejumlah 979 

penduduk melakukan perubahan dokumen 

kependudukan ke Desa Dukuhsari; dan 

7) Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin 

sejumlah 1.035 penduduk melakukan perubahan 

dokumen kependudukan ke Desa Ketapang. 

V. Pemberhentian BPD.  

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan 

pemberhentian dan pemberian pesangon kepada BPD 4 Desa 

(Renokenongo, Pejarakan, Besuki, dan Kedungbendo) 

terdampak dan memberikan pesangon sejumlah Rp. 2.500.000 

kepada masing-masing BPD terdampak . untuk pemberhentian 

BPD dilaksanakan saat terbitnya Peraturan Bupati Nomor 1 dan 

4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan 

terdampak Lumpur Sidoarjo. Adanya pemberhentian dan 

pemberian pesangon dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD 

serta melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaannya melalui 
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musyawarah Desa yang dilakukan oleh Desa Induk dan Desa 

terdampak. 

2. Organisasi Pelaksana 

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu 

kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan 

kemampuan organisasi pelaksana. Bahwa program yang diberikan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan organisasi 

pelaksana yang terlihat dari dibuatnya Rencana Aksi Penggabungan 

Desa Terdampak Lumpur dan Rencana Aksi Penggabungan 

Kelurahan Terdampak Lumpur dengan target waktu penyelesaian 

yang telah ditetapkan melalui rapat yang diadakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari rencana aksi yang telah disepakati 

bersama yakni Desa induk dan Kelurahan induk yang telah mengatur 

penataan wilayah dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kelurahan 

untuk mengakomodir penyelesaian permasalahan penggabungan 

Desa dan Kelurahan.  

3. Penerima Manfaat 

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, 

dimana sudah terdapat kesesuaian antara Masyarakat dan organisasi 

pelaksana yang dibuktikan dengan respon baik Masyarakat dalam 

menerima program dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh Masyarakat dengan melibatkan Masyarakat dalam 

setiap prosenya baik oleh Masyarakat wilayah terdampak maupun 

pada Masyarakat hasil penggabungan. Kemudian Masyarakat 

terbantu dengan adanya program yang dijalankan sesuai rencana aksi 
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yang telah ditetapkan agar waktu penyelesaian dapat selesai sesuai 

yang diharapkan. 

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan 

implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 dan 

Diskresi Menteri Dalam Negeri. Selain itu Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo juga menjalankan proses penggabungan Desa/Kelurahan pada 

wilayah terdampak lumpu sesuai dengan fungsinya secara yang efektif dan 

efisien melalui program-program yang mendukung adanya implementasi 

Peraturan Daerah penggabungan Desa dan Kelurahan pada wilayah 

terdampak lumpur serta menggunakan potensi dan sumber daya yang ada 

melalui organisasi pelaksana yang saling mendukung program tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kebijakan yang 

mencakup pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom 

pada wilayah terdampak yang dilakukan melalui evaluasi dan pembinaan 

daerah otonom. 

b. Dalam model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh 

David C. Korten (1988:11) pada Implementasi Proses Penggabungan 

Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo 

penulis menemukan bahwa model kesesuaian implementasi tersebut dapat 

berjalan dengan baik apabila pengambilan keputusan dilakukan secara 

Down-Top atau melalui aspirasi masyarakat yang diimplementasikan oleh 

Pemerintah untuk dapat diakomodir keseluruhan kebutuhan masyarakant 

bukan secara Top-Down dimana pada kondisi di lapangan yang terjadi 

yaitu penghapusan dan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur 

di Kabupaten Sidoarjo terjadi secara Top-Down oleh Pemerintah Pusat 

dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hambatan yang ditemukan oleh 
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penulis dalam observasi dan wawancara di lapangan mengenai 

Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah 

Terdampak Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo yakni terdapat pada 

pengambilan beberapa Keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

yang masih menunggu Diskresi oleh Kementerian Dalam Negeri 

dikarenakan kebijakan penggabungan Desa dan Kelurahan ini merupakan 

kebijakan secara Top-down oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang 

Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan dan Pulau dimana kode wilayah Desa dan Kelurahan 

terdampak sudah terlebih dahulu dihapus. Yang dampaknya yakni 

Peraturan Daerah Penggabungan Wilayah diterbitkan setelah adanya 

penghapusan kode wilayah oleh Pemerintah Pusat dimana hal ini bertolak 

belakang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penataan Desa. 

5.2 Saran 

a. Berdasarkan hasil Kesimpulan implementasi proses penggabungan 

Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo, penulis 

memberikan saran bahwa di masa mendatang Pemerintah Pusat 

seharusnya mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan 

tangan Pemerintah Pusat di masing-masing wilayah memiliki payung 

hukum yang jelas dalam membuat kebijakan di wilayah masing-masing. 

b. Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai program yang dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk warga di wilayah terdampak, 

penulis memiliki pemikiran khususnya pada program “Penataan 
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Dokumen Kependudukan” seharusnya dapat dilanjutkan dengan program 

“Penataan Dokumen Lainnya” karena jika dokumen kependudukan 

berubah maka dokumen lain-lainnya seperti sertifikat tanah, BPKB, 

STNK, dll juga ikut berubah dan juga memakan waktu dan biaya bagi 

Masyarakat di wilayah terdampak. Maka seharusnya Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo turut memfasilitasi adanya perubahan itu hingga 

meng-cover biaya yang timbul akibat adanya perubahan dokumen 

tersebut. 

c. Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai program yang dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk warga di wilayah terdampak pada 

program “Inventarisasi Aset Desa/Kelurahan”, penulis dapat memberi 

saran agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mengawal adanya 

ganti rugi aset Desa dan Kelurahan terdampak lumpur kepada Pemerintah 

Pusat agar Masyarakat di wilayah Desa dan Kelurahan terdampak juga 

dapat memanfaatkan bersama aset Desa dan Kelurahan mereka bersama 

dengan warga di Desa/Kelurahan Induk. 

d. Diharapkan terdapat lebih banyak lagi referensi berupa jurnal atau 

penelitian yang sejenis untuk menambah referensi peneliti lain yang 

memiliki fokus yang sama.  
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